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Tiga Tahun MoU: Adakah Yang Berubah?

Komponen utama  MoU Helsinki adalah pemberian dana reintegrasi  untuk mantan kombatan, tahanan politik dan masyarakat korban konflik. Setelah tiga tahun, adakah yang berubah?. 

Tiga tahun  sudah umur perjanjian MoU Damai (Helsinki) antara GAM dan RI. Selama tiga tahun itu pula, kedamaian telah merasuk hingga ke pelosok negeri Serambi Mekkah. Pertanyaannya, adakah yang berubah? Tentu saja membutuhkan jiwa besar untuk bisa menjawabnya? 

Penyelusuran media ini, masyarakat di sejumlah daerah yang dulu dikenal sebagai basis atau markas GAM mengaku bersyukur adanya perjanjian damai antara RI dan GAM. Betapa tidak, rakyat Aceh telah lelah hidup dalam konflik yang memakan waktu 30 tahun. Rasa aman memang telah didapat, namun, itu saja tidak cukup. Pembenahan sektor kehidupan, terutama bagi korban konflik masih belum maksimal, kalau tak elok dibilang masih belum serius dilakukan. 

Masyarakat di daerah atau basis GAM, mayoritas mengeluhkan kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan perekonomian. Keadaan ini berbalik arah dengan banyaknya uang yang dimiliki Aceh. Belum lagi bantuan dari negara donor untuk Aceh. 

Komponen utama dalam MoU adalah pemberian dana reintegrasi  untuk memfasilitasi mantan kombatan tahanan politik dan masyarakat korban. (baca: pasal 2.3.2), rehabilitasi harta benda publik dan perorangan yang hancur akibat konflik (pasal 3.2.4) dan alokasi tanah pertanian dan penyedian lapangan kerja bagi mantan kombatan, dan masyarakat korban ( 3.2.5). Kenyataannya, setelah tiga tahun berlalu, point tersebut masih belum terlaksana secara maksimal. 

Lihat saja, di Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie. Kampung tempat kelahiran  pucuk pimpinan GAM, Hasan Tiro yang kini bermukin di Swedia ini, belum tersentuh pembangunan yang layak. Jalan rusak berat. ”Gara-gara jalan rusak  dan penuh lobang, kami sering mengalami kecelakan,” ujar Efendi salah warga Kampung Kenari, Tiro. Ironisnya, tiap hari ada saja truk pengangkut hasil galian C yang lalu-lalang di jalan ini.  

Hal yang sama juga bisa kita jumpai di Nisam di Aceh Utara, Peuruelak, Aceh Timur, Seni Antara di Bener Meriah, Cut Keueng, Aceh Besar, Blang Gandai di Bireuen, Trumon, Bakongan di Aceh Selatan dan daerah-daerah lain di Aceh. 

Apa yang diharapkan masyarakat di daerah bekas basis GAM? Sederhana sekali. “Kami hanya meminta kepada pemerintah agar memperhatikan kami, karena daerah kami adalah daerah basis konflik, ditempat kami banyak jalan hancur karena konflik. Jadi wajar kalau kami minta perhatian lebih,” ujar Efendi.

Kecuali itu, masyarakat juga berharap agar pemerintah memberikan bantuan modal usaha. Hasil penyelusuran media ini, banyak masyarakat saat ini tertatih-tatih untuk mengembalikan usaha merekam yang luluh lantak akibat konflik. Padahal, sebelum konflik usaha mereka cukup maju. Konflik, telah  membuat usaha mereka hancur.

Sebut saja, keadaan warga Buntul, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah. Sebelum konflik berkecamuk di Aceh, daerah ini tergolong kaya. Maklum, hasil kebun kopinya melimpah. Apalagi saat itu, harga kopi dunia sedang naik. Banyak pedagang kopi di daerah ini yang usahanya berkembang. Tapi, setelah konflik harta benda mereka musnah, mereka terpaksa berjuang kembali dari nol. 

Yang lebih menyakitkan, ada instansi yang melakukan pendataan dan menjanjikan berbagai bantuan. Lalu, masyarakat berharap dan menaruh harapan besar untuk menerima bantuan. Namun, setelah sekian lama menunggu, bantuan yang dijanjikan tidak pernah turun. “Saya ini kepala desa, banyak sekali orang yang melakukan pendataan, saya sampai capek menerima mereka, tapi realisasinya tidak ada,” kata Jailani kepala Desa Rebo, Kecamatan Tiro saat media ini melakukan reportase ke daerah tersebut. 

Ironisnya, warga setempat mengaku, paska penandatanganan MoU damai Helsinki, pejabat setempat tidak pernah datang berkunjung. Padahal, kehadiran mereka sangat dirindukan, walau sekedar mendengar keluhan masyarakat. Sebaliknya, para pejabat setempat lebih memilih membuat acara seminar di hotel atau pergi ke Jakarta, untuk membicarakan pembangunan di daerah. Turun ke lapangan menjadi harga mahal.

Nah, tiga tahun sudah usia perdamaian RI-GAM. Sekali lagi, tak ada yang banyak berubah dari daerah yang dulu dikenal sebagai basis atau markas Gerakan Aceh Merdeka. Padahal, lahirnya pemerintahan baru, yang mayoritas dipimpin para tokoh GAM, diharapkan mempu meretas jalan perbaikan. Baik ekonomi, kesehatan maupun kesejahteraan. Sampai kapan mereka harus menunggu dan menerima janji-janji?

--------------------------------

Masih Ada Jalan Panjang Penuh Liku

Masih banyak hal yang belum terealisasi dari butir-butir MoU Helsinki. Di butuhkan kesabaran dan niat baik semua pihak, agar tak muncul konflik baru.

Damai adalah harapan dan harus selalu diperjuangankan. Di Aceh, MoU Helsinki (damai RI-GAM), telah berumur tiga tahun. Ibarat cermin, semua pihak diharapkan dapat terus bercermin sehingga berbagai masalah dapat diselesaikan dengan kepala tegak.

Begitupun, dibalik semua kesepakatan yang ada, harus diakui, masih terdapat beberapa poin dari kesepakatan itu yang masih mengganjal. Intinya, implementasi butir-butir MoU Helsinki, banyak yang belum teralisasi. 

Masalah ini menjadi penting. Sebab, masih banyak masyarakat di Aceh yang kurang paham tentang MoU damai tersebut. Misalnya, masalah bantuan kepada korban konflik dan maraknya aksi kriminalitas pasca MoU. Celah-celah inilah, yang menurut para ahli akan berpontensi dimanfaatkan oleh para pihak yang tidak ingin Aceh damai abadi. 

Sekedar mengulang saja. Perjanjian damai MoU Helsinki mempunyai 71 pasal.  Dari  71 pasal tersebut, 15 pasal lagi belum teralisasi. Pemerintah Republik Indonesia berjanji  segera merealisasi  15 pasal tersebut. “Kita janji akan selesaikan dalam Desember 2008 ini,” kata anggota mantan anggota Tim Perunding RI di Helsinki, dr. Farid Husein, kepada pers di Banda Aceh pada acara peringatan tiga tahun MoU di  Hermes Palace Hotel, pekan lalu.  

Farid juga mengatakan, para delegasi RI dalam perundingan MoU Helsinki bersama delegasi GAM, terus membuat kesepakatan-kesepakatan lanjutan untuk membicarakan kelanjutan dari pelaksanaan klausul-klausul MoU Helsinki yang belum terlaksana. “Kita selalu berusaha untuk segera menyelesaikan persoalan ini secepat mungkin,” katanya. 

Di antara pasal-pasal yang belum terlaksana tersebut adalah belum terbentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) serta Pengadilan HAM untuk Aceh. Komisi Bersama Penyelesaian Klaim sebagaimana diamanatkan MoU Helsinki, juga belum dibentuk. Begitu juga dengan pembentukan Lembaga Wali Nanggroe. Sama halnya dengan belum ditetapkan Bendera Aceh. Beberapa regulasi dalam bentuk peraturan pemerintah maupun qanun sebagai derivasi UUPA, yang idenya bersumber dari Mou Helsinki juga belum terealisasi. 

Konflik yang pernah terjadi di Aceh dalam waktu yang cukup lama memang banyak menyisakan berbagai permasalahan pelik. Sejurus dengan itu, banyak hal, dalam tiga tahun ini yang telah didesain, terutama tentang tata  kemasyarakatan, ekonomi, politik, sosial dan budaya Aceh, yang sudah dilakukan.

Hal yang paling penting adalah, upaya terciptanya harmoni hirarkis integral, dalam arti pengupayaan pemahaman makna ke-Aceh-an dan ke-Indonesia-an di masyarakat Aceh. Itu penting, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pusat. Memang, persoalan ini tidak mudah, dan cukup banyak menyita energi serta waktu. Sehingga bibit keputusasaan tidak lagi tumbuh subur apalagi menjadi ganjaran integrasi di masa mendatang.

Begitupun, yang patut disyukuri, sejak tiga tahun terakhir, jalan untuk membangun Aceh telah terbuka lebar. Seluruh komponen telah menempatkan diri dan terbuka serta mudah diajak berkomunikasi, dialog serta  sharing untuk mencari titik temu yang elegan dan komprehensif dalam menata Aceh.

Salah seorang mantan juru runding HAM, dr Zaini Abdullah mengakui hal itu. “Betapa pun optimisnya hati dan perasaan kita, semua kita harus menyadari bahwa perjanjian Helsinki yang dicapai pada 15 Agustus 2005, hanyalah sebuah kunci awal dari sebuah perjalanan panjang perdamaian yang kita tempuh bersama. Pekerjaan-pekerjaan besar perdamaian sesungguhnya baru kita mulai dan bahkan ada yang yang belum kita mulai,” begitu ujarnya ketika menyampaikan sambutan pada Seminar Tiga Tahun MoU Helsinki bertajuk: Merajut Persaudaraan Menuju Damai Abadi di Aceh yang di adakan IIAP berkerjasama dengan APRC. Acara tersebut berlangsung di Hermes Palace Hotel Banda Aceh. 

Zaini mengatakan, perdamaian saat ini telah sampai pada sebuah titik yang tidak ada pilihan lain, kecuali kedua belah pihak (RI-GAM) harus melanjutkan dan memastikan komitmen damai yang telah disepakati, dengan sebaiknya dan sejujur-jujurnya. “Hari-hari ini dan hari yang akan datang adalah waktu yang akan sangat menentukan sejauh mana kita mampu merawat keyakinan dan kesungguhan itu,” katanya. 

 
Dia menambahkan, merujuk pada pengalaman beberapa negara lain di dunia, dalam kurun waktu 20 tahun terakhir cukup banyak kesepakatan damai yang kembali memasuki siklus konflik, hanya karena ketidaksungguhan para pihak yang terlibat dalam konflik dalam memegang komitmen yang disepakati. 

Menurut dr. Zaini Abdullah, begitu pula yang akan dihadapi para pihak GAM-RI yang telah berdamai sejak ditandatangani MoU Helsinki, 15 Agustus 2005. kata dia, diperlukan sebuah pemahaman untuk mendorong agar perdamaian di Aceh tetap berlanjut abadi. Salah satunya, dengan melakukan pendekatan persuasif dan berbicara dari hati ke hati apabila ada sesuatu hal yang dinilai belum berjalan sesuai dengan komitmen yang telah disepakati. 

Diakui dr. Zaini, naiknya angka kriminalitas pasca MoU, juga menjadi masalah. Banyak pihak mengakhawatirkan akan merusak perdamaian. Sejumlah kasus kriminal bersenjata api seperti perampokan, perampasan dan pembunuhan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir di Aceh, di khawatirkan akan menyeret tatanan sosial dan keamanan serta ekonomi Aceh kembali surut.  

Anehnya, pelaku kriminal tadi menggunakan senjata api. Bahkan ada beberapa pelaku yang menggunakan senjata tempur. Fakta seperti ini menimbulkan tanda tanya besar di benak masyarakat. Dari mana senjata itu berasal? Simpang siurnya informasi kemudian terjadi. Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, sempat menyentil pelakunya para mantan kombatan GAM yang belum ter-reintegrasi  pasca MoU atau mantan GAM anti MoU Helsinki.

 
Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf pernah mengatakan di Media di Aceh  bahwa pelaku kejahatan bersenjata api di Aceh adalah komplotan GAM-anti MoU. Namun pernyataan Irwandi dibantah oleh Malik Mahmud. “Mantan GAM berada di bawah satu komando, semuanya mendukung perdamaian sesuai MoU Helsinki, 15 Agustus 2005,” tegas mantan Perdana Menteri GAM tersebut. 
Malik didampingi mantan petinggi GAM lainnya, Zaini Abdullah menyampaikan hal itu kepada wartawan, seusai melantik 60 ulama Aceh sebagai Pengurus Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA) periode 2008-2013 di Kompleks Makam Syiah Kuala, Banda Aceh, Juli lalu. “Itu mungkin hanya isu yang dikembangkan” katanya. Dia juga menambahkan,  GAM hanya satu kelompok pendukung MoU di bawah komando Tgk M Hasan Tiro,” kata Malik Mahmud.

Meski begitu, menurutnya, siapa dan apapun bentuk pelaku kriminal bersenjata api di Aceh, diserahkan sepenuhnya ke polisi untuk menindak tegas. “Kalau mantan GAM berlaku kriminal, itu juga wewenang polisi dalam menindaknya sebagaimana hukum yang  berlaku,” tambah Malik Mahmud. 

Masalah lain yang masih menganjal adalah soal bantuan terhadap korban konflik. Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRA) yang bertugas memperbaiki kesejahteraan masyarakat korban konflik di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), dinilai belum bekerja secara maksimal.

Hal itu terbukti masih banyaknya korban konflik terutama di daerah pedalaman Aceh yang belum mendapat bantuan. "Masyarakat cuma mendengar perdamaian telah tercapai dan banyak bantuan disiapkan untuk membantu mereka. Kenyataannya, masih sekadar mendengar tetapi belum dirasakan manfaat dari perdamaian tersebut," kata juru bicara Komite Peralihan Aceh (KPA), Ibrahim bin Syamsuddin pada peringatan 3 Tahun MoU Damai di Blang Padang, Banda Aceh, pekan lalu. 

Acara seremoni itu dihadiri Kepala Staf Kodam Iskandar Muda, Brigjen TNI Hari Purnomo, Ketua DPR Aceh H. Sayed Fuad Zakaria dan Wakil Gubernur Muhammad Nazar serta perwakilan Uni Eropa di Banda Aceh. "Kita tahu, selama masa konflik masyarakat merupakan kelompok yang paling menderita, baik dalam bentuk jiwa, harta atau trauma berkepanjangan, namun pada masa damai lembaga yang ditugasi mengurus korban konflik belum bekerja maksimal," kata Ibrahim atau akrab disapa KBS.

Dia menambahkan, mantan kombatan GAM yang sedang melakukan proses reintegrasi di masyarakat belum semua mendapat pemberdayaan. "Proses reintegrasi seharusnya berjalan baik, tapi terganjal karena mantan kombatan yang dulunya memanggul senjata kini harus kembali ke masyarakat. Selama konflik mereka kehilangan banyak hal, termasuk tidak mempunyai keahlian/keterampilan yang sangat dibutuhkan pada masa damai," tambah KBS.

Masih menurut KBS. Kehidupan para mantan kombatan GAM saat ini tidak seindah yang dikatakan banyak orang. Mereka tidak hidup mewah, kendati memang harus diakui ada sebagian di antaranya telah cukup mampu secara ekonomi. Hal itulah yang sering menimbulkan kesenjangan.

"Janganlah melihat fakta kecil sebagian mantan kombatan telah mapan secara ekonomi, tetapi bukanlah mata lebar-lebar terhadap fakta yang lebih besar. Masih ada ribuan yang perlu dibantu supaya mereka mampu berintegrasi secara normal dalam masyarakat," katanya. Selain itu kata KBS, “Untuk meningkatkan taraf hidup para kombatan, BRA perlu memberikan berbagai program untuk kesejahteraan mereka, bukan dalam bentuk memberikan uang semata, tetapi harus diiringi dengan keterampilan sebagai bekal dalam menapak masa depan lebih baik,” sebut KBS. Akankah hal itu segera terwujud? Hanya waktulah yang bisa menjawabnya.

---------------------------
Camp: Si Murung Yang tak Pernah Mujur

Desa Seni Antara atau akrab disebut Camp, Kecamatan Permata, Bener Meriah, tercatat sebagai salah satu markas GAM. Setelah tiga tahun MoU, kawasan itu belum banyak berubah. 

Sebelum tiba di Desa Camp dari Redelong, Ibukota Bener Meriah. Setiap orang harus melewati Desa Buntul, ibukota Kecamatan Permata, lebih dulu. Jika menggunakan kendaraan roda empat, butuh waktu sekitar satu jam setengah. Kalau menggunakan roda dua  bisa lebih cepat. Sebab, jalan rusak dan penuh dengan bongkahan batu, lebih gampang kalau dilalui dengan kenderaan roda dua. 

Mulai dari Pondok Baru, ibukota Kecamatan Bandar, sepanjang jalan terdapat  bekas rumah yang terbakar. Rumah-rumah penduduk yang hanya tinggal puing-puing karena dilahap jago merah saat darurat militer di Aceh.

Dahulu, sebelum konflik berkecamuk di Aceh, daerah ini tergolong kawasan yang kaya. Itu dikarenakan hasil kebun kopinya yang melimpah. Apalagi saat itu, harga kopi dunia sedang naik. Kecamatan yang tahun lalu mendapat jatah anggaran Rp, 942.929.374 dari ABPD Bener Meriah ini, kini harus bangkit lagi setelah terpuruk dari konflik.

Anggaran yang dialokasikan Kabupaten Bener Meriah, sebenarnya masih sangat kurang, jika dibanding dengan sektor yang harus dibenahi. Belum lagi, luasnya wilayah. Kecamatan Permata, mempunyai  luas 132,59.
Daerah ini termasuk kawasan yang cukup parah didera konflik di Bener Meriah. 3.754 rumah terbakar dan 16.974 hektar kebun terlantar,  tersebar di tujuh kecamatan. Belum lagi korban jiwa. Kecamatan ini berpenduduk 12.802 jiwa. 
 
Di Kecamatan Permata, 656 rumah hangus terbakar 2.411 dan hektar kebun terlantar. Sebagian rumah-rumah tersebut telah dibangun kembali oleh BRA. Namun, hanya beberapa persen. Kebanyakan belum terbangun, ini terbukti masih adanya bekas-bekas rumah terbakar yang belum terbangun. Juga dibuktikan dengan masih banyaknya warga setempat yang mengajukan permohonan bantuan rumah ke BRA setempat. 

Yang patut disayangkan adalah, fasilitas jalan yang masih rusak. Terutama lintasan dari Simpang Bahgie dari Kecamatan Bandar menuju Kampung Bener Pepanyi di Kecamatan Permata. Dilintasan sepanjang lima kilometer ratusan lubang menganga, kalau tidak hati-hati siap-siap saja mengalami masuk jurang. Padahal, setiap hari jalan ini sibuk dilalui berbagai kenderaan. Warga setempat mengeluh dengan kondisi jalan tersebut. 

Salah seorang warga mengatakan, seharusnya pemerintah secepatnya memperbaiki lintasan itu. “Pemerintah seharusnya memperbaiki jalan tersebut, karena daerah ini adalah daerah penghasil hortikultura yang cukup besar, tidak kurang dari sepuluh ton produksi pertanian dihasilkan dari daerah ini dan harus diangkut melalui ruas jalan tersebut,”  ungkapnya. 
Kecuali itu, ruas jalan lain juga acak-acakan, terutama yang menghubungkan Kampung Gunung Jati dengan Kampung Linung Bulen, masih di kecamatan yang sama. Ruas jalan sejauh empat kilometer ini merupakan lintasan para petani untuk memasarkan hasil pertaniannya. “Jika hujan turun, maka jalan tersebut sama sekali tidak dapat dilalui, karena keadaan berlumpur, hal ini menyebabkan para petani mengeluh, karena tidak dapat memasarkan hasil pertaniannya. Kami harapkan pemerintah maupun BRR mau memperhatikan petani di daerah ini, “  harap warga. 
Di Buntul, ibukota Kecamatan Permata. Suasananya tidak banyak yang berubah. Kondisinya masih seperti dulu, saat konflik. Yang ada perubahan   hanya, ibukota kecamatan yang terletak di sisi kanan dan kiri bekas jalan PT Kertas Kraf Aceh (KKA), yang kelihatan ramai. Kalau pembangunannya tidak ada  perubahan.

Dari Buntul ke Camp, yang berjarak delapan kilomter kondisi jalannya memperihatinkan dan rusak berat. Sebagian badan jalan ada yang lonsor. 

Jika ada warga asing yang datang, rakyat di di Camp masih ada sedikit rasa  was-was. Maklum, desa itu yang merupakan daerah perbatasan dengan Aceh Utara. Apalagi,  baru saja terjadi insiden penembakan Kepala Dusun Desa Seni Antara, Ardiansyah yang menyebabkan isterinya Sukma Dewi yang sedang mengandung tewas, diterjang timah panas. Dia sekeluarga diberondong tengah  malam, saat mereka tertidur lelap.  
Camp, sebenarnya bernama Seni Antara. Pada saat perusahaan KKA masih aktif, daerah  itu adalah bekas best Camp para pekerja  KKA. Setelah KKA tidak beroperasi lagi, daerah ini dijadikan perkebunan kopi oleh warga di sekitarnya. Bahkan, banyak yang datang dari luar daerah untuk berkebun kopi. Hasil kopi di daerah ini, punya mutu yang sangat bagus, bijinya besar-besar karena tanahnya subur. Penduduknya mayoritas bersuku Gayo. Selebihnya campuran. Dulu, di desa ini pernah dibuat pembangkit tenaga listrik tenaga air untuk kebutuhan lokal, namun telah rusak karena di terjang banjir bandang tahun 2006. 

Setelah konflik berkecamuk, daerah ini sangat rawan. Satu persatu warganya meninggalkan desa. Setelah Aceh damai, satu persatu warga setempat kembali ke desa ini. Bahkan ada pendatang baru. Mereka kembali menata kehidupan dan merawat kebun kopi, yang hampir saja jadi hutan, karena tidak terawat.  Dengan tertembaknya keluarga Ardian, desa ini kembali  sempat mencekam. Meski saat ini keadaan berangsur-ansur pulih. 

Desa Seni Antara atau Camp, mempunyai empat dusun, yaitu dusun Bukit Antara, Dusun Alam Rindu, Dusun Kerajut Sara Hate, dusun Buntul Purnama dan Sara Ine. Bulan Juni lalu, entah karena merasa kurang diperhatikan oleh Pemerintah Bener Meriah. Sebanyak 431 Kepala Keluarga atau 1.450 jiwa, mendatangi Kantor Bupati Aceh Utara. Warga  meminta dimasukan sebagai warga Aceh Utara. Desa ini berpeduduk 131  KK dengan 350 jiwa. Daerah tersebut sangat terisolir dan tidak memiliki sarana perhubungan dan fasilitas pendidikan yang memadai. “Kami seperti anak terbuang,” kata beberapa warga saat itu.  
Di desa ini pernah juga diprogramkan bantuan rumah untuk para korban banjir bandang. Entah kenapa, sampai kini belum ada tanda-tanda untuk dibangun. Padahal, program tersebut merupakan kegiatan tahun 2007 lalu. Yang tampak dimata hanya pondasi rumah belum siap dan beberapa sak semen yang sudah mengeras.  

Di Bener Meriah, sebenarnya bukan hanya Seni Antara yang hancur karena konflik. Daerah lain yang cukup parah adalah Desa Panton Rebol. Puluhan keluarga miskin sampai sekarang masih tinggal di rumah yang sangat memprihatinkan. Bahkan ada yang tinggal di rumah plastik. “Warga yang mendiami dataran tinggi Gayo Panton Rebol, Kecamatan Permata, sama sekali terisolir dan tidak tersentuh pembangunan selama Orde Lama, Orde Baru,  Orde Reformasi hingga kepemimpinan Gubernur Irwandi,” kata HM Iwan Gayo, Ketua Komite Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (KP2DT). Keadaan ini cukup miris dengan banyak uang  yang mengalir ke Aceh.

Di Bener Meriah, dari 3.754 unit rumah yang terbakar, paling parah melanda Kecamatan Pintu Rime Gayo (pemekaran dari Kecamatan Timang Gajah). Ada 1.337 unit rumah ludes dilalap api, disusul Kecamatan Permata (656), Bandar 522, Timang Gajah 432, Syiah Utama 383, Wih Pesam 220, dan Kecamatan Bukit 204 unit rumah yang dibakar. 

 
ementara itu, kebun yang terlantar tersebar di tujuh kecamatan mencapai 16.974 hektar, posisi paling parah ditempati Kecamatan Pintu Rime Gayo dengan luas kebun terlantar 4.129,5 hektar, Syiah Utama 3.643,5, Permata 2.411, Bandar 2.387,5, Timang Gajah (1.795,5), Bukit (1.367,5) dan Kecamatan Wih Pesam sebanyak 1.239.5  hektar kebun terlantar. 
Adanya MoU damai, masyarakat di Kecamatan Permata, khususnya Desa Camp atau Seni Antara, memang menyambut dengan suka-cita. Begitupun, harus diakui masih belum maksimal. Terutama  di bidang pemulihan ekonomi masyarakat. Sampai kapan Desa Camp terus tertinggal?

------------------------------
Sebait Cerita di Kaki Bukit Origoen

Sarifah dan Mawaddah, adalah kakak beradik, mantan kombatan Inong Balee GAM Wilayah Linge. Mereka terus berjuang, membenahi ekonomi keluarga, paska konflik. Setelah tiga tahun MoU damai, keduanya masih “berjuang” agar masyarakat menerimanya kembali.

Kulitnya hitam manis. Sorot matanya tajam. Senyumnya juga menawan. Perempuan 30 tahun ini ramah pada siapa saja.  Sarifah, nama perempuan itu. Matanya masih menyiratkan semangat yang tidak pernah putus, meski berbagai lika-liku kehidupan telah ia lewati. Dulu, bersama adik perempuannya Mawaddah, gadis cantik  yang berpaut dua tahun dibawahnya, adalah mantan kombatan GAM. Keduanya sebagai anggota pasukan Inong Balee Wilayah Linge, salah satu sayap militer GAM. 

Selepas konflik, harapan untuk hidup yang lebih baik dan layak, menjadi harapannya.  Setelah MoU Damai Helsinki di tanda tangani antara GAM dan RI, mereka berusaha kembali ke masyarakat. Kini, mereka menetap di  Desa Ujung Pan, Kecamatan Bener Meriah, persis di kaki Gunung Origoen. Desa yang warganya berprofesi sebagai petani. 

Setelah sempat terpisah, keduanya kini berkumpul kembali. Sarifah adalah anak pertama dan Mawaddah anak ketiga. Mereka tinggal bersama seorang adik lelaki. Ayah Sarifah telah meninggal saat mereka kecil. 

Begitupun, kendati usia perdamaian memasuki tahun ketiga, tidak mudah bagi keduanya bisa berbaur dengan masyarakat setempat. Kampung Ujung Pan adalah salah satu markas GAM di Bener Meriah. Sebagian masyarakatnya masih canggung berhadapan dengan mereka. Bahkan, kerap memandang sebelah mata. Masih ada persepsi negatif yang mereka rasakan. Begitupun,  Sarifah dan Mawaddah mengaku tak mempermasalahkan hal itu. Keduanya, tetap bertahan di desa, tempat mereka dilahirkan.

Sarifah dan Mawaddah sadar, untuk bisa seperti sedia kala, perlu dan butuh proses. Hanya saja,  sampai saat ini, kaki Mawaddah masih terasa sakit akibat ditembus timah panas. Dia sempat dioperasi saat peluru SS menembus kaki kirinya. 

Sebaliknya, Sarifah sempat mendekam di Rumah Tahanan Takengon. Sarifah di vonis satu tahun empat bulan penjara ketika itu. Tapi, ia  hanya menjalani sembilan bulan masa tahanan, kemudian mendapat amnesti. Tentu, setelah perjanjian MoU Damai ditanda tangani di Helsinky. 

Sarifah berkisah. Awalnya mereka bergabung dengan GAM, saat membantu para kombatan yang ada di desanya. Mereka sering membantu logistik untuk para kombatan GAM. Tahun 2004, dia ikut naik gunung bersama kombatan lainnya. Dia ikut bersama pasukan Genancing.  Mengembara dari satu hutan ke hutan lainnya  selama enam bulan di Wilayah Linge. ”Saat itu, perempuan yang ikut naik ke gunung, hanya saya, adik saya Mawaddah dan satu orang lagi perempuan yang berasal dari Jamur Atu, Kecamatan Syiah Utama Bener Meriah,” kenang Sarifah. 

Saat ia dan adiknya Mawaddah berada di hutan, ibunya Siti sempat membuat surat keterangan   kepada kepala desa. Isinya,   Sarifah dan Mawaddah sedang berada di Medan. ”Waktu itu saya takut, karena hampir setiap hari TNI datang ke rumah dan menanyakan kedua anak saya. Saat itu saya sempat mengaku tidak kenal dengan anak saya,” ujar Siti. Mawaddah tidak sempat di tahan seperti Sarifah.

Kata Siti. “Ketika mengembara di hutan, setelah Mawaddah sakit, kami memutuskan untuk turun gunung, saya langsung menghadap ke Kodim Aceh Tengah dan kemudian mendekam di Rutan Aceh Tengah sebagai tahanan politik. Sedangkan Mawaddah kemudian di obati TNI. dia sempat dioperasi di Bireuen dan Banda Aceh,” ujar Sarifah haru. 

Kini, setelah damai, mereka merawat kebun kopi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. ”Dari situlah penghasilan kami.” kata Sarifah. Selain bertani kopi, mereka bercocok tanam sayuran. ”Saat ini kami sedang menamam kentang. Insya Allah, sedikit demi sedikit kami bisa memenuhi kebutuhan hidup,” ujarnya.  Sarifah kini telah menikah dengan lelaki yang ia kenal saat di penjara dulu.

Sejak konflik usai, ia mengaku pernah mendapat bantuan dari IOM, sebuah NGO asing yang banyak membantu para korban konflik di Aceh. ”Dari IOM saya dan Mawaddah  dapat bantuan modal usaha  masing-masing Rp 9 juta saat 2007 lalu, dari BRA masing-masing Rp 10 juta. Tapi uang itu cepat habis, selain untuk modal usaha kami juga harus membayar hutang, saat kami turun gunung dulu,” ujar Sarifah menerawang.

Seperti Sarifah, Mawaddah sangat bersyukur dengan adanya perdamaian. Yang paling bersyukur adalah ibunya. ”Saat ini yang penting bagaimana kita dapat menjaga perdamaian ini tetap abadi,” ungkap Mawaddah yang saat ini berstatus janda. Maklum, suami Mawaddah meninggal dunia. Suaminya adalah salah seorang kombatan GAM. 

Sarifah berharap, ada pihak yang akan membantu memberikan bantuan modal usaha lagi. ”Kehidupan kami saat ini masih tetap saja sulit. Kami cuma punya kebun setengah hektar, itupun tidak berbuah banyak seperti kebun-kebun lain. Selain itu, saya juga berharap janji pemerintah yang akan memberikan perumaham  bagi mantan Tapol dan Napol  dulu,” harap Sarifah.

Sementara Mawaddah berharap, ada pihak yang membantu bantuan dana untuk dia berobat. ”Sampai saat ini kaki yang tertembak ini masih terasa sakit dan belum sembuh total,” katanya sambil memperlihatkan kakinya. Kata dia lagi. ”Meski saat ini saya cacat, tapi semangat saya tidak pernah surut. Saya tetap bersemangat untuk membenahi kehidupan agar lebih baik, dan berbaur dengan masyarakat dan memberi pemahaman kepada mereka agar tidak ada lagi ada persepsi negatif terhadap kami. Yang sudah, sudahlah sekarang yang penting bagaimana menata kehidupan yang lebih baik untuk masa depan yang damai,” ujar perempuan yang mengaku sempat memangkul senjata tapi tidak pernah menembak, penuh harap dan optimis. Adakah pihak yang tersentuh hati, membantu Mawaddah?
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